
a. bahwa dalarn rangka mewujudkan Pcgawai Negeri Sipil 
yang handal, profesional dun bcrmoral sebagai 
penyelenggara pemerintahan yang rnoncrapkan prinsip­ 
prinsip kcpemerintahan yang baik (good governance). 
perlu mclaksanakan penegakan disiplin pegawai: 

b. bahwa Pcraturan Walikota Nomor 3 'rahun 2014 tentang 
Pedoman Tcknis Pelaksanaan Pcncgakan Disiplin Pegawai 
Ncgcri Sipil di Lingkungan I'crncrintah Kota Pekalongan 
sebagaima dtubah terkahir kali dengan Peruturan 
waltkota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
Alas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai 
Ncgeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kola Pekalongan 
dipandang tidak scsuai dengan peraturan perundang­ 
undangan sehingga perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pcnegakan 
Diaiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemcrintah 
Kota Pekalongan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarig Dasar Negara Rcpublik 
Indoneaia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalarn 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana 
telah diubah dengan UndangUndang Nornor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5459); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 23 Tahun 
2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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Pasal I 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kata Pekalongan. 
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
3. PcjabaL Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK, adalah 

PPK Kata Pckalongan. 
'I·. Sckretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kata Pekalongan. 
5. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kata Pekalongan. 
6. Inspektorat adalah lnspektorut Kata Pekalongan. 
7. Inspekrur adalah lnspcktur Kota Pekalongan. 
8. Perangkat Daerah Kepegawaian adalah Pcrungkat Daerah yang tugas dan 

rung:;inya menangani urusan kepegawaian di lingkungan Pernerintah 
Kata Pekalongan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATVRAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN. 

MEMUTUSKAN: 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
t)ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perncrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tcntang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi Pcgawai Negeri Sipil 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3424); 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381}; 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Penjelasan dalarn 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6037); 

9. Peraturan Oaerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kata Pekalongan (Lembaran Daerah Kata Pekalongan 
2016 Nomor 5); 



a. kewajiban dan Iarangan; 
b. disiplin jam kerja; 
c. hukuman disiplin; 
d. pelaksanaan cuti; dan 
e. perijinan dan pelaporan perkawinan dan perccraian. 

Pasal2 
Ruang lingkup pedornan teknis pelaksanaan ini, meliputi 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

9. Kepala Perangkat Daerah Kepegawaian adalah Kepala Perangkat Daerah 
yang tugas dan fungsinya menangani urusan kepegawaian di lingkungan 
Pemerintah Kola Pckalongan. 

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 
Walikota dalam penyelenggaraan pernerintahan daerah. 

11. Pegawai Ncgeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
ldonesia yang mernenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pcjabat Pembina kepegawaian unruk menduduki 
jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. 

12. Oisiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditenrukan dalarn pcraturan 
perundangundangan dan/acau peraruran kedinasan yang apabila tidak 
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

13. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kchadiran PNS terhadap ketcntuan 
jam kerja yang dimulai dengan ape! pagi. 

14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, rulisan, atau perbuatan PNS 
yang tidak rncnaati kewajiban dan/atuu rnclanggar larangan ketentuan 
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena 
rnclanggar peraruran disiplin PNS. 

16. Upaya Adminiatratif adalah proscdur yang dapat diternpuh oleh PNS yang 
tidak puas terhadap hukurnan disiplin yang d(jatuhkan kepadanya 
bcrupa keberatan atau banding administrauf. 

17. Kcbcratan adalah upaya administrarif yang dapat ditempuh oleh PNS 
yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat 
yang berwenang mcnghukurn \cepada Atasan Pejabat yang bcrwcnang 
menghukum. 

18. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat diternpuh 
oleh PNS yang tldak puas terhadap hukuman disiplin berupa 
pemberhentian dcngan horrnat tidak atas permintaan scndiri atau 
pemberhentiun tidak dcngan hormat sebagai PNS yang dijutuhkan olch 
Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badun Pcrtirnbangan 
Kepegawaian. 

19. Pejabat yang berwenung rnenghukum adalah Pejabat yang diberi 
wewenang menjatuhkan hukurnan disiplin kepada PNS yang melakukan 
pelanggaran disiplin. 

20. Atasan Pejabat yang bcrwenang menghukum adalah atasan langsung dari 
Pejabat yang berwenang menghukurn. 

21. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disebut dengan Cuti adalah 
keadaan tidak rnasuk kcrja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 



Setiap PNS dilarang : 
a. menyalahgunakan wewenang; 
b. menjadi perantara unruk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dcngan menggunakan kcwcnangan orang lain; 
c. tanpa izin Pcrncriruah mcnjadi pcgawai atau bckcrja unruk ncgara Iain 

dari/atau lcmbaga atau organisasi intcrnasional; 
d. bckcrja pada pcrusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing; 
e. memiliki, menjual, mcmbcli, mcnggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bcrgerak atau tidak bergerak, 
dokumen atau surat berharga milik negara sccara Lidak sah; 

f. melakukan kegiatan bersama dcngan atasan, teman sejawat, bawahan, 
atau orang lain di dalarn maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan negara; 

Pasa14 

Bagian Kedua 
Larangan 

Setiap PNS wajib : 
a. mengucapkan sumpah/janji PNS; 
b. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
c, setia dan taat scpenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kcsatuan Republlk 
Indonesia, dan 
Pemerintah; 

d. mentaati segala ketentuan pcraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kcdinasan yang ctipercayakan kepada PNS dcngan 

penuh pengabdian, kcsadaran, dan tanggungjawab; 
f. menjunjung tinggi kchonnatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 
g. mengutamakan kcpentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan; 
h. merncgang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan; 
,. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kcpcntingan 

negara; 
j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila rnengctahui ada ha! 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah 
terutama di bidang keamanan, keuangan, dan matcriil; 

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
I. mencapai sasaran kerja pegawai yang diteiapkan; 
m. menggunakan dan mernelihara barang-barang milik negara dengan 

sebaikbaiknya; 
n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 
o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

karier; dan 
q. menaati peraruran kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang 

berwenang. 

Pasal3 

Bagian Kesatu 
Kewajiban 

BAB Ill 
KEWAJIBAN DAN LARANOAN 



Bagian Kcsatu 
Pelaksana 

BAB JV 
DISIPLIN JAM KERJA 

g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 
secara langsung atau tldak langsung clan dengan dalih apapun untuk 
diangkat dalarn jabatan; 

h. mcnerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannyu; 

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
j. mclakukan suatu tindakan atau tldak melakukan suatu tindakan yang 

dapat rncnghalangi atau mempersulic salah satu pihak yang diiayani 
sehingga mengakibackan kerugian bagi yang dilayani; 

k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
I. memberikan dukungan kepada calon Presideri/Wakil Presidcn, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakiian 
Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota), 
dengan cara : 
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau 

atribut PNS; 
3. sebagai peserta karnpanye dengan rnengerahkan PNS lain; dan/atau 
4. scbagai peserta karnpanyc dengan menggunakan Iasilitas ncgara; 

m. memberikan dukungan kcpada caion Prcsidcn/Wakii Presiden dengan 
cara : 
1. membuaL keputusan dan/atau tindakan yang rnenguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon sclarna masa kampanye; 
dan/atau 

2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 
pasanga calon yang menjadi peserta pernilu sebelurn, selarna, dan 
scsudah masa karnpanyc mcliputi perternuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pernberian barang kepada PNS dalarn lingkungan unit 
kcrjanya, anggota keluarga, dun masyarakat; 

n. rncmbcrikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakllan Daerah 
atau calon Kcpala Daerah/Wukil Kepala Daerah (meliputi daerah Provlnsi 
dan daerah Kabupatcri/Kota) dcngan cara mernberikan surat dukungan 
disertai foto kopi Kartu Tanda Pcnduduk atau Surat Keterangan Tanda 
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan: dan 

o. mernberikan dukungan kcpada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah (meliputi daerah Provinsi dun daerah Kabupaten/Kota), dengan 
cara : 
1. terlibac dalam kegiaian karnpanye untuk mendukung calon Kepala 

Daerah/ WakilKepala Daerah; 
2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye; 
3. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa karnpanye; 
dan/atau 

4. mengadakan kegiatan yang mcngarah kepada keberpihakan terhadap 
pasangan calon yang rnenjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah mass kampanye rneliputi perternuan, ajakan, himbauan, 
scruan, atau pemberian barang kepada PNS dalarn lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 



Pasal 8 
(!) Sclain hari dan jam kerja sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6, bagi PD 

dcngan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pclaksanaan tugas dan 
Iungsinya, dapat rnenerapkan hari dun jam kerja khusus. 

(2) Pcngaturan hari dan jam kerja khusus sebegaimana dirnaksud pada ayat 
( I), ditctapkan den gun Keputusan Kepala PO yang bersangkutan. 

(3) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus mernperhatlkan pemcnuhan 
jumlah jam kcrja PNS. 

(4) Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(2), dapat diberlakukan tcrhadap PNS yang melaksanakan tugas jaga/shHt 
maupun terhadap PNS yang tidak melaksanakan tugas jaga/ shift. 

(5) Keputusan Kepala PO tentang pcngaturan hari dan jam kerja khusus 
scbagairnana dimalcsud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota melalui 
PD Kcpegawaian paling lama 14 (cmpat belas] hari kerja setelah 
ditetapkan. 

(6) Keputusan Kepala PD yang rnenerapkan hari dan jam kerja khusus 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), harus sudah ditetapkan paling lama 
3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan. 

Pasal 7 
(1) Setiap PNS wajib mcntaari ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2), dengan mcngisi daftar hadir setiap hari kerja. 
(2) Setiap PNS wajib rnentaati ketenruan ape! pagi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3), dengan mcngisi daftar hadir ape! pagi setiap hari 
kerja di lingkungan PO masing-masing. 

Pasal 6 
(1) Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pernerintah Daerah 

yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat .. 
(2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1), paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) 
jam dengan pcngaturan sebagai berikut : 
a. Hari Scnin sampai dengan hari Kamis pukul 07.15-15.45 WIB dan 

waktu Istlrahat pukul 12.00- 12.30 WIB; 
b. Hari Jumat pukul 07.15-14.30 WIB dan waktu istirahat pukul 11.15- 

13.00 WIB. 
(3) Dalarn pelaksanaan Harl dan Jam kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1), setiap PO wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti scluruh PNS 
pukul 07.15 WIB. 

(4) Pengecualian terhadap ketentuan hari dan jam kerja sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Kedua 
Hari dim Jam Kerja 

Pasal 5 
(1) Walikota melakukan pcmbinaan dan pengawasan PNS di lingkungan 

Pernerintah Daerah, 
(2) Walikota dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala PO untuk 

rnclaksanakan pernbinaan dan pengawasan tcrhadap PNS guna mcntaati 
ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaen apel pagi dan pengislan datrer 
hadir di lingkungan PO maaing-maslng. 

(3) Di setiap lingkungan PO dapat ditunjuk pctugas yang rugas fungsinya 
membidangi kcpegawaian sebagai pengelola prcscnsi. 

(4) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan 
J<eputusan J<epala PO. 



Bagian Kctiga 
Pelanggaran dan Jenis Hukuman 

Pasal 11 
(1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari : 

a. hukuman disiplin ringan; 
b. hukurnan disiplin scdang; dan 
c. hukuman disiplin bcrat, 

(2) Jenis hukumun disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, 
terdiri dari : 
a. teguran lisan, yaitu hukuman disiplin berupa teguran lisan yang 

dinyatakan dan disampaikan secara tegas sebagai hukuman disiplin 
oleh Pcjabat yang berwenang menghukum kcpada PNS yang 
mclakukan pelanggaran disiplin; 

b. teguran tertulis, yaitu hukuman disiplin berupa teguran tertulis yang 
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabut yang 
berwenang menghukum kepada PNS yang rnelakukan pelanggaran 
disiplin; dan 

c. pernyataan tidak puas secara tcrtulis, yaitu hukuman disiplin berupu 
pernyataan tidak puas yang dinyatakan dan disampaikan secara 
tertulis oleh Pejabut yang berwenang menghukum kepada PNS yang 
melakukan pelanggaran disiplin, 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri dari : 
a. penundaan kcnaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 
b. penundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun; dan 
c. pcnurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

(4) -Jcnis hukum disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
terdiri dari : 
a. penurunan pangkat setingkat lcbih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b. pemindahan dalarn rangka pcnurunan [abatan setingkat lebih rendah; 
c. pembebasan dari jabatan; 
d. pemberhentian dengan honnat tidak aias pcrrnintaan sendiri sebagai 

PNS;dan 
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

Bagian Kedua 
Tingkat dan .Jenis Hukuman Disiplin 

Pasal 10 
(1) PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. 
(2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalarn peraturan 

perundangundangan pidana, hukuman disiplin dijatuhkan kepadu PNS 
yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I). 

Bagian Kesatu 
Umum 

BABV 
HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal9 
(1) PNS hanya diberikan izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah. 
(2) PNS yang izin tidak masuk kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

kenakan pemotongan Tambahan Penghasilan. 



Pasal 12 
Hukurnan disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : 
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Rcpublik 
Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan; 

b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan scbagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada PD bersangkutan; 

c. melaksanakan rugas kcdinasan yang dipercayakan kcpada PNS dengan 
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak ncgatif 
pada PD bersangkutan; 

d. menjunjung tinggi kehorrnatan negara, Pemerintah, dan rnartabat PNS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pclanggaran 
berdampak negatif pada PO beraangkutan; 

e. rncngutarnakan kcpentingan negara daripada kepcntingan sendiri, 
seseorang, darr/atnu golongan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
huruf g, apabila pclanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan: 

r. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurur pcrintah 
harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, 
apabila pclanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan; 

g. bckerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bcrscmangat untuk kepentingan 
ncgara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan; 

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mcngctahui ada ha! 
yang dapai membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah 
terutarna di bidang keamanan, keuangan, dan matcriil scbagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran bcrdampak negatif 
pada PD bersangkutan; 

i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 3 huruf k, berupa : 
l. teguran llsan bagi PNS yang tidak masuk kcrja tanpa alasan yang sah 

sclarna 5 (lima) hari kerja; 
2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 6 (enam) sarnpai dengan 10 (scpuluh) hari kerja; dan 
3. pernyataan tidak puas sccara tertulis bagi PNS yang tidak masuk 

kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dcngan 15 
(lima betas) hari kerja. 

j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dcngan 
sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf rn, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan; 

k. mernberikan pelayanan scbaik-baiknya kepada masyarakat sebagairnana 
climaksud dalam Pasal 3 huruf n, sesuai dengan ketentuan 
perundangundangan: 

I. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan 
tidak scngaja: 

m. mernberikan kesernpatan kcpada bawahan untuk mengembangkan karier 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apabila pelanggaran 
dilakukan dengan tidak sengaja; dan 

Paragraf 1 
Pelanggaran Terhadap Kewajiban 



Pasal 13 
Hukurnan disiplin acdang scbagalmana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), 
dijatuhkan bagi pclanggaran terhadap kewajiban : 
a. mengucapkan surnpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah: 
b. mcngucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 
c. setia dan taat scpcnuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pernerintah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf c, 
apabita polanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah; 

d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdarnpak negatif 
bagi Pemerintah Daerah; 

e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdarnpak negatif 
bagi Pemerintah Daerah; 

f. menjunjung ringgi kehorrnatan negara, Pcmerintah, dan martabat PNS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r, apabila pelanggaran 
bcrdampak ncgalif bagi Pemerintah Daerah; 

g. mcngutamakan kcpentingan negara daripada kepentingan sendiri, 
scsccrang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf g, apabila pclanggaran bcrdampak ncgatif bagi Pemerintah Daerah; 

h. mernegang rahasia jabatan yang menurut slfatnya atau menurut perintah 
harus dirahasiakan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, 
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah; 

i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersernangat untuk kepcntingan 
negara sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf i, apabila 
pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah; 

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila rnengetahui ada hal 
yang dapat mernbahayakan atau merugikan negara utau Pcrncrintah 
terutarna di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 3 huruf j, apabila pclanggaran berdampak negatif 
bagi Pernerintah Daerah; 

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf k berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selarna I (satu] tahun bagi PNS yang 

tidak rnasuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) 
sarnpai dcngan 20 (dua puluh) hari kerja; 

2. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun bagi PNS yang 
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selarna 21 (dua puluh satu) 
sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dun 

3. penurunan pangkat setingkat lebih rcndah sclama I (satu) tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sclama 26 (dua 
puluh enum) sumpai dcngan 30 (tiga puluh) hari kcrja. 

l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditctapkan scbagaimana dimaksud 
dalam Pmml 3 huruf I, apabila pcncapaian sasaran kerja pada akhlr 
tahun hanya mencapai 25 (dua puluh lima) % sampai dengan 50 (lima 
puluh) %; 

rn. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaikbaiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, apabila 
pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Duerah; 

n. rnenaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan. 



Pasal 14 
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban : 
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf 
c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau 
negara; 

b. menaati segala kctcntuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif 
bagi pernerintah dan/atau negara; 

c. melaksanakau tugas kedinasan yang clipercayakan kepada PNS clengan 
periuh pengabdian, kesadaran, clan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 3 huruf c, upabila pclanggaran berdarnpak ncgatif 
bagi pemerintah dan/atau negara: 

d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pernerintah, dan martabat PNS 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran 
berdampak negatif bagi pcmerintah dan/atau negara; 

c. mcngutamakan kcpentingan ncgara dari pada kepentingan sendiri, 
seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah 
dan/atau negara; 

f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau rnenurut perintah 
harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf h, 
apabila pelanggaran berdampak negalif bagi pemcrintah dan/utau 
negara; 

g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 
negara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf i, apabila 
pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara; 

h. melaporkan dengan segera kcpada atasannya apabila mengetahui ada ha! 
yang dapat mcmbahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah 
terutama di bidang kcamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf i. apabila pelanggaran berdampak negatif 
bagi pemerintah dan/atau ncgara: 

i. masuk kerja dan menaati kctcntuan jam kcrja sebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 3 huruf k berupa : 
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 {tlga) tahun bagi 

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sclama 31 (tiga 
puluh satu} sampai dengan 35 (tiga puh.1h lima} hari kerja; 

2. penun.inan pangkat setingkat lcbih rendah selruna 3 (tiga) tahun bagi 
PNS yang tidak masuk kcrja tun pa alasan yang sah selama 3 t (tiga 
puluh satu} sampai dengan 35 (tig.i puluh Jima} hari kerja; 

3. pemindahan dalam rangka penurunan jabat.an l:lctingkat lebih rendah 
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu 

n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada rnasyarakat sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

o. mernbimbing bawahan dalam mclaksanakan tugas scbagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 3 huruf o, apabila pclanggaran dilakukan dcngan 
sengaja; 

p. memberikan kcscmpatan kepada bawahan untuk rncngernbangkan karier 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p, apabila pelanggaran 
dilakukan dcngan sengaja; dan 

q. mcntaati peraruran kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang 
bcrwenang sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf q, apabila 
pclanggaran berdarnpak negatif bagi Pernerintah Daerah. 



Pasal 16 
Hukurnan dislplin sedang sebagaimana dirnaksud dalam dalarn Pasal 11 ayat 
(3), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : 
a. merniliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokurncn a tau surat berharga milik negarn sccara tidak sah 

Pasal 15 
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ayat (2), 
dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : 
a. merniliki, menjual, mernbeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

mcrninjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 
dokurnen atau surat berharga milik ncgara secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada PD bersangkutan; 

b. melakukan kegiatan bersarna dengan arasan, teman sejawat, bawahan, 
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang sccara 
langsung atau tidak langsung rnerugikan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf f, apabila pclanggaran berdarnpak negatif pada PD 
bersangku tan; 

c. bertindak sewenang-wcnang terhadap bawahannya sebagairnana 
dimaksud dalarn Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan 
tldak sengaja; 

d. melakukan suatu tlndakan atau tidak mclakukan suatu tindakan yang 
dapat menghalangi atau mempcrsulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, scsuai dengan ketentuan pcraturan 
perundang-undangan; dan menghalangi berjalannya tugas kcdinasan 
scbagaimane dimaksud datam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada PD bcrsangkutan. 

Paragraf 2 
Pclanggaran Terhadap Larangan 

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh 
enam) sarnpai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; 

4. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan 
struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 
(empat puluh lirna) hari kerja; dan 

5. pemberhentian dcngan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 
pemberhentian udak dengan hormat scbagai PNS bagi PNS yang tidak 
masuk kerju tanpa alasan yang sah selama 46 {empat puluh enam) 
hari kerja atau lcbih; 

j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditctapkan sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 3 huruf I, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir 
tahun kurang duri 25 (dua puluh lirna) %; 

k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 
sebaikbaiknya sebagalrnana dirnaksud dalarn Passi 3 huruf m, apabila 
pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara; 

I. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kcpada rnasyarakat sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, sesuai dengan ketentuun pcraturan 
perundang-undangan; dan 

m. mcnaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 q, apabila pelanggaran 
berdarnpak negatif bagi perncrintah dan/ atau negara. 



Pasal 17 
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 ayat 
(4). dijatuhkan bagi pelanggaran tcrhadap larangan : 
a. mcnyalahgunakan wewenang scbo.gaimuna dimaksud dalam Pasal 4 

huruf u; 
b. menjadl perantura untuk mendapatkan kcuntungan pribadi dan/atau 

orang Jain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada Pcmerintah Daerah; 

b. melakukan kegiatan bcrsarna dcngan atasan, teman sejawat, bawahan, 
atau orang lain di da!am rnaupun di luar lingkungan kcrjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang 
secara langsung atau tidak langsung rncrugikan ncgara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pclanggaran berdampak negatif 
pada Pernerintah Daerah: 

c. bertlndak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan 
sengaja; 

d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan: 

e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagairnana dimaksud dalam 
Passi 4 huruf k, apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada 
Pernerintah Daerah; 

f. memberikan dukungan kcpada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) 
dengan cara ikut serta sebagai pelaksana karnpanye, rnenjadi peserta 
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, scbagai 
pescrta karnpanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagalmana 
dlmaksud dalam Pasal 4 huruf I angka I, angka 2, dan angka 3; 

g. memberikan dukungan kcpada calon Presiden/Wakil Presiden dengan 
cara mengadakan kcgiatan yang mengarah kepada keberplhakan 
terhadap pasangan calon yang mcnjadi peserta pernilu sebelum, selama, 
dan sesudah masa karnpanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 
seruan, atau pernberian barang kcpada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf m angka 2; 

h. mcmberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 
atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [meliputi dacrah Provinsi 
dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara mernberikan surat dukungan 
discrtai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda 
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan scbagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 4 huruf n; dan 

i. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah (meliputi daerah Provinsi dan dacrah Kabupaten/Kota) dengan 
cara terlibat dalarn kegiatan kampanye unruk mendukung calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mcngadakan kegiatan yang mengarah 
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta 
pernilu sebelum, selama, dan sesudah masa karnpanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pernberian barang kepada 
PNS dalarn lingkungan unit kerjanya, anggota kcluarga, dan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf o angka 1 dan angka 4. 



Pasal 18 
(1) Pclanggaran terhadap kcwajiban rnasuk kerja dan menaati ketentuan jam 

kcrja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, Passi 13 huruf k, 
dan Pasal 14 huruf i dihicung secara kumulatif dimulai dari awal sampai 
dcngan akhir tahun berjalan. 

(2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau meninggalkan kantor scbclurn 
berakhirnya jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonvcrsi 7,5 
(tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kcrja tanpa 
keterangan. 

c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 
dan/atau lembaga atau organisasi imemasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf c; 

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 
masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d; 

e. merniliki, mcnjual, mcmbeli, menggadaikan, menyewakan, atau 
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergcrak, 
dokumcn atau surat berharga milik ncgara secara tidak sah sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pclanggaran bcrdampak negatif 
pada pemerinto.h dan/atau negara; 

f. mclakukan kegiatan bcrsama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kcrjanya dengan 
tujuan unruk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang sccara 
langsung atau tidak langsung mcrugikan negara sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 4 huruf I, apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
pemerintah dan/atau negara; 

g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kcpada siapapun 
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun 
untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Passi 4 
huruf g; 

h. menerima hadiah atau suaru pemberian apa saja dari siapapun juga 
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf h; 

i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 
schingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, sesuai dengan ketentuan pcraturan 
perundang-undangan; 

j. menghaJangi bcrjalannya tugas kcdinasan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah 
dan/atau negara; 

k. memberikan dukungan kepada calon Prcsiden/Wakil Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Oaerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) 
dcngan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 
negara sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I angka 4; 

I. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Prcsiden dengan 
cara membuat kepurusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m angka l; dan 

m. membcrikan dukungan kepada ealon KepaJa Oaerah/Wakil Kepala 
Dacrah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupacen/Kota) dengan 
cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalarn kegiatan 
kampanye dan/atau membuac keputusan dan/atau tindakan yang 
menguntungkan atau mcrugikan salah satu pasangan calon selama masa 
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o angka 2 dan 
angka3 



Pasal 19 
Walikota selaku PPK, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS 
yang menduduki jabatan : 
a. Sekretaris Daerah, unruk jenis hukuman: 

I. Disiplin Ringan, berupa : 
a) teguran lisan; 
b) teguran terrulis: dan 
c} pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Disiplin Sedang, berupa : 
a} pcnundaan kcnaikan gaji berkala selama I (satu} tahun; 
b) pcnundaan kcnaikan pangkat selama l (satu) tahun; dan 
c) pcnurunan pangkat setingkar lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

3. Disiplin Berat, bcrupa pcnurunan pangkat sctingkat lcbih rcndah 
selama 3 (tiga) tahun, 

b, Fungsional Tertcntu Jcnjang Utama, unruk jenis hukuman : 
I. Disiplin Ringan, berupa : 

a) teguran lisan; 
b} reguran tertulis; dan 
c) pcrnyataan tidak puas secara tcrtulis. 

2. Disiplin Scdang, bcrupa : 
a) pcnundaan kcnaikan gaji berkala selarna I (satu) tahun; 
b} penundaan kcnaikan pangkat selama I (satu) tahun; dan 
c) pcnurunan pangkat setingkat lcbih rcndah selama l (satu) tahun. 

3. Disiplin Berat, bcrupa : 
a) penurunen pangket setingkat lcbih rendah selarna 3 (tige} tehun; 
b) pemindehan delam rangka pcnurunan jabatan setingkat lebih 

rcndah; 
c} pembebasan dari jabatan; 
d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

PNS; dan 
e) pemberhentian tidak dengan hormat sebegai PNS. 

c. Fungsional Umum Golongan Ruang IV /d dan Golongan Ruang IV /e, untuk 
jenis hukuman: 
l. Disiplin Ringan, berupa : 

a) teguran lisan; 
b) teguran tertulis; dan 
c) pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Disiplin Sedang, berupa : 
a} penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu} tahun; 
b) penundaan kenaikan pangkat seiarna 1 (satu} tahun; dan 
c) penurunan pangkat setingkat Iebih rendah seiama l (satu) tahun. 

3. Disiplin Bernt, berupa : 
a) pcnurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaa.n sendiri sebagai 

PNS; dan 
c) pembcrhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

d. Struktural Eselon II, untukjenis hukuman: 
I. Disiplin Ringan, berupa : 

a) teguran lisan; 
b) teguran tertulis; dan 

Paragraf I 
Pejabar Pembina Kepegawaian Daerah 

Bagian Keempat 
Pejabat yang Berwenang Menghukum 



c) pernyataan tidak puas secara tertulis, 
2. Disiplin Sedang, bcrupa : 

a) penundaan kenaikan gaji berkala sclama 1 (satu) t.ahun; 
b) penundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun; dan 
c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama l (saru) tahun. 

3. Disiplin Berat, berupa : 
a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b) pernindahan dalarn rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 
c) pembebasan darijabatan; 
d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

PNS;dan 
e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

e. Fungsional Tertentu Jenjang Madya dan Penyelia, untuk jenis hukuman : 
l. Disiplln Ringan, berupa : 

a) teguran lisan; 
b) teguran terrulis: dan 
c) pernyataan tidak puas secara terrulis, 

2. Disiplin Scdang, bcrupa : 
u) penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; 
b) penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun; dan 
c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah sclarna 1 (satu) tahun. 

3. Disiplin Berat, berupa : 
a) pcnurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 
c) pembebasan dari jabatan; 
d) pemberhentian dengan hormat tidak Bl8S pcrmintaan sendiri sebagai 

PNS; dan 
e) pemberhentian udak dcngan hormat sebagai PNS. 

f. Fungsional Umum Golongan Ruang IV /a sarnpai dengan Oolongan Ruang 
IV/ c, untuk jenis hukuman : 
l. Disiplin Sedang, berupa : 

a) pcnundaan kenaikan gaji berkala selarna 1 (satu) tahun; 
b) pcnundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun; dan 
c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I [satu) tahun. 

2. Disiplin Berat, berupa : 
a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah sclarna 3 (liga) tahun; 
b) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri scbagai 

PNS;dan 
c) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

g. Struktural Eselon llI ke bawah, untuk jcnis hukuman : 
1. Disiplin Sedang, bcrupa : 

a) penundaan kenaikan gaji berkala selama l (satu) tahun; 
b) penundaan kcnaikan pangkat selama l (satu) tahun; dan 
c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (saru) tahun. 

2. Disiplin Berat, berupa : 
a) penurunan pangkat setingkat lcbih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 
c) pembebasan dari jabatan; 
d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

PNS;dan 
e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

h. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia ke bawah,untuk jenis 
hukuman: 
I. Disiplin Sedang, berupa : 



Pasal 20 
Sekretaris Daerah, mcnctapkan pcnjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang 
menduduki [abatan : 
a. Kepala Bagian di lingkungan Sekrctariat Daeruh, untuk jenis hukuman 

Disiplin Rlngan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis: clan 
3. pcrnyataan tidak puas secara tertulis. 

b. Kepala Kantor dan Carnat, untuk jenis hukurnan Dislplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulls: dan 
3. pornyataan tiduk puas secara tertulls. 

c. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di llngkungan Sekrctariat 
Daerah, untuk jcnis hukuman Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dun 
3. pernyataan tidak puas sccara tcrtulis. 

d. Fungsional Umum Oolongan Ruang 111/c dun Golongan Ruang Ill/d di 
lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukurnan Disiplin Ringan 
berupa: 
l. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dun 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

e. Kepala Subbagian di lingkungan Sckrctariar Daerah, untuk jenis hukuman 
Disiplin Seda.ng berupa : 
l. penunda.an kena.ikan gaji berkala selarna l (satu] tahun; dan 
2. pcnundaan kenaikan pangkat selama 1 [satu] tahun. 

f. Fungsional Tertentu Jenja.ng Pertama dan Pelaksana Lanjutan di 
lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang 
berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaika.n pangkat selarna 1 (satul tahun. 

Paragrar 2 
Sekretaris Daerah 

a) penundaan kenaikan gaji berkala selarna 1 (satu] tahun; 
b) penundaan kenaikan pangkat selarna I (satu] tahun; dan 
c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu] tahun. 

2. Oisiplin Berat, berupa : 
a) pcnurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
b) pemindahan dalarn rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 
c) pembebasan dari jabatan; 
d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintuan sendiri 

sebagai PNS; dan 
e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

i. Fungaional Umum Golongan Ruang IIl/d ke bawah, untuk jcnis hukurnan : 
1. Disiplin Scdang, bcrupa : 

a) penundaan kenaikan gaji bcrkala sclarna 1 (satu) tahun; 
b) penundaan kcnaiknn pangkat sclama 1 (sutu) tahun: dan 
c) penurunan pangkat setingkat lobih rcndah sclarna 1 (saru) tahun. 

2. Oisiplin Berat, berupa : 
a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah sclarna 3 (tiga) tahun; 
b) pcrnberhcntinn dengan hormat tidak atas perrnintaan scndiri scbagai 

PNS;dan 
c) pernberhentian tidal< dengan hormat scbagai PNS. 



Pasal 22 
Kepala Kantor Kesaruan Bangsa dan Poltik/Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan penjatuhan hukurnan disiplin 
bagt PNS yang menduduki jabatan : 
a. Struktural Eselon IV di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis 

hukuman Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulls; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b. Fungsional Tertenru Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di 
lingkungan masing- masing PD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan 
berupa: 
1. teguran Jisan; 

Paragraf 4 
Pejabat Struktural Eselon lll 

Passi 21 
lnspektur/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /Kepala PD/ Kcpala 
Satuan Polisi Pamong Praja/ Direktur RSUD Bendan menetapkan penjatuhan 
hukuman disiplin bagi PNS yang mendudulci jabatan : 
a. Struktural Eselon m di lingkungan masing-masing PD, untuk jenis 

hukurnan Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran Iisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b. Fungsional Tertentu Jcnjang Muda dan Penyelia di lingkungan 
masingmasing PO, untukjenis hukuman Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pcrnyataan Lidak puas secara tertulis. 

c. Fungsional Urnum Golongan Ruang lll/c dan Golongan Ruang 111/d di 
lingkungannya, unruk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa: 
I. teguran lisan; 
2. teguran terrulis: dan 
3. pernyataan tidak puss secara tertulis. 

d. Struktural Eselon IV dan pejabat yang setara di lingkungannya, untuk jenis 
hukurnan Disiplin Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji bcrkala sclarna I (satu) lahun; dan 
2. pcnundaan kcnaikan pangkat selama 1 (saw) tahun. 

e. Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di 
lingkungannya, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kcnaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 

f. Fungsional Umum Golongan Ruang 11/e sampai dengan Golongan Ruang 
Ul/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa: 
1. pcnundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu} tahun. 

Paragraf 3 
Pejabat Struktural Eselon II 

g. Fungsional Urnurn Golongan Ruang 11/c sampai dengan Golongan Ruang 
III/b di lingkungan Sekrctariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin 
Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama I [satu) tahun, 



Pasal23 
Camat, rnenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang mendudukl 
jabatan : 
a. Sekrecaris Kecarnatan, untuk jenis hukurnan Disiplin Ringan berupa : 

1. teguran lisan; 
2. teguran terrulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b. Struktural Eselon IV di lingkungan Kecarnatan, untuk jenis hukuman 
Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas sccara ·tertulis. 

c. Lurah di lingkungan Kecamatan masing-masing, untuk jenis hukuman 
Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

d. Fungsional Tencntu .Jenjang Percama dan Pelaksana Lanjutan di 
lingkungan Kecarnatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringen berupa: 
1. teguran lisan; 
2. icguran tertulis; dan 
3. pcrnyataan tidak puas secara tcrtulis. 

e. Fungsional Umum Golongun Ruang 11/c sarnpai dengan Oolongan Ruang 
111/b di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukurnan Dlsiplin Ringan 
berupa: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulls; dan 
3. pernyataan tidak puas sccara tertulis. 

f. Fungsional Tertentu .Jcnjang Pelaksana dan Pclaksana Pernula di 
lingkungan Kecamatau, untukjenis hukuman Disiplin Sedang bcrupa: 
1. pcnundaan kenaikan gaji berkala selarna 1 [satu] tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun. 

g. fungsional Umurn Golongan Ruang ll/a dan Golongan Ruang ll/b di 
lingkungan Kecarnatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang bcrupa: 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 

2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tcrtulis. 

c. Fungsional Urnum Golongan Ruang 11/c sampai dengan Golongan Ruang 
lll/b di lingkungan masing-maeing PD, untuk jenis hukurnan Disiplin 
Ringan berupa : 
l. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertuus. 

d. Fungsional Tcrtenru Jenjung Pelaksana dun Pelaksana Pemula di 
llngkungan mastng- masing PD, untuk jcnis hukuman Disiplin Sedang 
berupa : 
l. penundaan kenaikan gaji berkala selama l [satu) tahun; dan 
2. pcnundaan kenaikan pangkat selama J (saru) tahun, 

e. Fungaional Umum Golongan Ruang 11/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan maslng-masing PD, untuk jenis hukurnan Disiplin Sedang 
berupa: 
l. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat sclarna 1 (satu) tahun. 



Pasal 24 
Sekretaris lnspektorat dan lnspektur Pembantu Wilayah pada lnspektoral, 
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang rnenduduki jabatan: 
a. Struktural Eselon IV di lingkungan maslng-masing unit kerja, untuk jenis 

hukuman Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b. Fungsional Tertentu .Jenjang Pertama dan Pclaksana Lanjutan di 
lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin 
Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tcrtulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

c. Fungsional Umum Oolongan Ruang 11/c sarnpai dcngan Oolongan Ruang 
lll/b di Jingkungan masing-masing unit kcrja, untuk jenis hukurnan 
Oisiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

d. Pungaional Tertenru Jcnjang Pclaksana dan Pelaksana Pernula di 
lingkungan rnasing- masing unit kcrja, untuk Jcnis hukuman Disiplin 
Sedang bcrupa : 
l . pcnundaan kenaikan gaji berkala selarna 1 (satu) tahun; dan 
2. pcnundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun. 

e. Fungsional Umum Oolongan Ruang II/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan rnasing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin 
Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (setu) tahun; dan 
2. pcnundaan kcnaikan pangkat selarna 1 (satu) tahun. 

Pasal 25 
Sekretarts pada PO, menetapkan penjatuhan hukurnan disiplin bagi PNS yang 
menduduki jabatan: 
a. Struktural Eselon IV di Iingkungan unit kerjanya, untuk jenis hukurnan 

Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis: dan 
3. pernyataan tidak puas sccara tertulis. 

b. Fungsional Tertcntu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di 
lingkungan unit kcrjanya, untuk jenis hukuma.n Disiplin Ringan berupa: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

c. Fungslonal Umum Golongan Ruang 11/c sarnpai dengan Golongan Ruang 
111/b di lingkungan unit kerjanya, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan 
bcrupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

d. Pungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di 
lingkungan unit kerjanya, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang bcrupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selarna 1 (satu} tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selarna 1 (satu) tahun. 

e. Fungsional Umum Oolongan Ruang II/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan unit kerjanya, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa : 
1. pcnundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu] tahun; dan 



Pasal 27 
Sekrctaris Kecarnatan, rnenetapkan penjatuhan hukurnan disiplin bagi PNS 
yang rnenduduki jabatan : 
a. Struktural Eselon IV di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman 

Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran Jisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, 

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertarna dan Pclaksana Lanjutan di 
lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jcnis hukuman Disiplin Ringan 
berupa : 
1. teguran lisan; 
2. reguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

c. Fungsional Umum Oolongan Ruang ll/c sampai dcngan Golongan Ruang 
111/b di lingkungan Sekretariat Kecarnatan, untuk jenis hukurnan Disiplin 
Ringan berupa: 
I. teguran lisan; 
2. teguran terrulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Pasal 26 
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Kepala Bidang pada PD, Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang 
pada RSUD Bcndan, menetapkan penjatuhan hukurnan disiplin bagi PNS yang 
menduduki jabatan : 
a. Struktural Esclon lV dan pejabat yang setara di Jingkungan masing-masing 

unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa : 
I. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di 
lingkungan masing- masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin 
Ringan bcrupa : 
l , teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

c. Fungsional Vmum Golongan Ruang Tl/c sarnpai dengan Golongan Ruang 
111/b di Iingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukurnan 
Disiplin Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulls, 

d. Fungsional Tertenru Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pernula di 
lingkungan masing- masing unit kcrja, untuk jcnis hukuman Disiptin 
Sedang berupa : 
l. penundaan kenaikan gaji berkala sclarna I (saru) tahun: dan 
2. penundaan kenaikan pangkat sclarna l (aaru) tahun. 

e. Fungslonal Umum Oolongan Ruang II/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jcnis hukuman Disiplin 
Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selarna 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 

2. penundaan kenaikan pangkat selama l [satu) tahun. 



Pasal 29 
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPI') pada PD, menetapkan penjatuhan 
hukurnan disiplin bagi PNS yang mcnduduki jabatan : 
a. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan 

berupa: 
I. teguran lisan; 
2. tcguran tertulis: dan 
3. pcrnyataan tidak puas secara tertulis. 

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pclaksana Pemula di 
Iingkungan UPT, untukjenis hukuman Disiplin Ringan berupa: 
1. teguran lisan; 
2. teguran terrulis; dan 
3. pernyataan tiduk puas secara tertulis. 

c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan bcrupa : 
l. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Pasal 28 
Lurah, rnenetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki 
jabatan : 
a. Sekretaris Kclurahan, dan Kepala Seksi, untuk jenis hukuman Disiplin 

Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas sccara tertulis. 

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pernula di 
lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa : 
I. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan Kelurahan, untukjenis hukuman Disiplin Ringan berupa : 
1. tcguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

d. Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang 
1/d di lingkungan Kelurahan, unruk jenis hukuman Disiplin Sedang 
bcrupa: 
1. penundaan kenaikan gaji bcrkala sclama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (saru) tahun. 

Paragraf 5 
Pejabat Struktural Eselon IV 

d. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di 
lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang 
berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama l (satu) tahun. 

e. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan Sekretariat Kecamatan, unruk jenis hukuman Disiplin Sedang 
berupa: 
l. penundaan kenaikan gaji berkala selama I [satu] tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama I (earu) tahun, 



Pasal 32 
(l) Pejnbat yang berwenang menghukum wajib mcnjatuhkan hukuman 

disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 
(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kcpada PNS yang 

Bagian Kelima 
Kewajiban Penjatuhan Hukurnan Oisiplin 

Pasal 31 
Kepala Subbidang pada PD dan Kepala Seksi pada Inspektorat/ RSUO 
Bendan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki 
jabatan : 
a. Fungsional Terteruu Jcnjang Pelaksana dan Pelaksana Pernula di 

lingkungan masing- masing unit kerja, untuk jcnis hukuman Oisiplin 
Ringan berupa : 
1. tcguran lisan; 
2. teguran rertulis; dan 
3. pernyataan udak puas secara tertulis, 

b. Fungslonal Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang ll/b di 
lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin 
Ringan berupa : 
I. tcguran lisan; 
2. teguran terrulis; dan 
3. pcrnyataan tidak puas secara tcrtulis. 

c. Fungslonal Umum Oolongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang 
1/d di lingkungan masing-masing unit kcrja, uniuk jenis hukurnan Oisiplin 
Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala sclama 1 (saru) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama l [saiu) tahun. 

Pasal 30 
Kepala Subbagian pada Sekretariat Dacrah/SekrcLariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah/lnspcktorat/PD / RSUD Bendan/ Kantor /Kecamatan, 
mcnctapkan penjaruhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan: 
a. Fungsicnal Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di 

lingkungan rnasing- masing unit kerja, unruk jenis hukuman Disiplin 
Ringan bcrupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b. F'ungsional Umum Golongan Ruang ll/a dan Golongan Ruang 11/b di 
lingkungan masing-rnasing unit kerja, untuk jenis hukurnan Disiplin 
Ringan berupa : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas secara tcrtulis, 

c. Fungsional Umum Golongan Ruang 1/a sarnpai dengan Golongan Ruang 
1/d di lingkungan masing-rnaslng unit kcrja, untuk jcnis hukuman Disiplin 
Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 
2. penundaan kcnaikan pangkat selarna l (satu) tahun. 

d. Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang 
1/d di lingkungan UPT, untuk jcnis hukuman Disiplin Sedang berupa : 
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; dan 
2. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun. 



Pasal 36 
(1) Scbelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib 

memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan secara 
tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. 

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut 
rnerupakan kewenangan : 
a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut 

wajib menjatuhkan hukuman disiplin; 

Pasal 35 
Perneriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah PNS yang diduga 
melakukan pclanggaran disiplin benar atau tidak melakukan pelanggaran 
disiplin, dan untuk mengctahui faktor-faktor yang mendorong atau yang 
menyebabkan PNS terscbut melakukan pclanggaran disiplin serta untuk 
mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin terscbut, 

Paragraf2 
Pemeriksaan 

Pasal 34 
(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tcrtulis 

oleh atasan Jangsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan. 
(2) Pemanggilan kepada PNS yang cliduga melalrukan pelanggaran disiplin 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 
(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak 

hadir, rnaka dilakukan pemanggilan kedua paling Jambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada 
pemanggilan pertama. 

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat yang berwenang 
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan 
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 

Paragraf I 
Pemanggilan 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pemanggilan, Pemcriksaan, Penjatuhan, 

dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin 

Pasal 33 
Apabila tidak terdapat Pejabat yang bcrwenang menghukum, rnaka 
kewcnangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kcwenangan pejabar 
yang lebih tinggi. 

melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman 
disiplin oleh atasannya. 

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 
jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang 
rnelakukan pelanggaran disiplin. 

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan 
hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 



Pasal 39 
(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan 

pclanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijaruhi hukuman disiplin 
tingkat bcrat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh 
atasan langsung scjak yang bersangkutan diperiksa. 

(2) Pembebasan scrnentara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berlaku sarnpai dengan ditetapkannya keputusan hukurnan 
disiplin. 

Pasal 38 
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Perncriksa atau Pejabat yang 
berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain, dcngan 
maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya 
mcnjamin objektivitas dalam pemeriksaan. 

Pasal 37 
(l) Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis 

hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), dapat dibentuk Tim 
Pemeriksa. 

(2) Tim Pcmcriksa scbagairnana dimaksud pada ayai (I), sckurang-kurangnya 
tcrdiri dari Kcpala PD yang bcrsangkutan, atasan langsung, unsur 
Inspektorat, unsur PD Kcpcgawaian, Bagian Hukum, dan/atau Pejabat 
lain yang ditunjuk. 

(3) Tim Perneriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan dengan 
Keputusan Walikota selaku PPK, dengan susunan keanggotaan sebagai 
berikut : 
a. 1 (satu] orang Ketua merangkap anggota, yakni Kcpala PO yang 

bersangkutan; 
b. I (saru) orang Sckretarls merangkap anggota; dan 
c. anggota. 

(4) Tim Pemeriksa bersifat temperer (Ad Hoc) yang bcrtugas sampai proses 
pemeriksaan selesai terhadap suaru dugaan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan PNS. 

(5) Anggota Tim Pemeriksa harus memiliki Golongan Ruang sama atau lebih 
tinggi dari PNS yang diperiksa. 

(6) Apabila atasan langsung dari PNS yang diperiksa terlibat dalam 
pclanggaran yang dilakukan PNS tersebut, maka yang menjadi anggota 
Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. 

(7) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara 
berjenjang adalah Pejabat di lingkungan PD, Sekretaris Daerah dan 
Walikota sclaku PPK. 

(8) Khusus Kelurahan, atasan yang lcbih ringgi sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (6), secara berjenjang adalah Pejabat di lingkungan Kclurahan, 
Camat, Sekretaris Daerah dan Walikota selaku PPK. 

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib 
melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan 
laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin. 

(4) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat 
digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melcngkapi 
berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin. 

(5) PNS yang sedang dalarn proses pemeriksaan karena diduga melakukan 
pelanggaran diaiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya 
dan tidak dapat disetujui untuk pindah ke PD atau instansi lain. 



Pasal 42 
(1) Terhadap PNS yang bcrdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, telah terbukti melakukan 
pelanggaran disiplin, Pejabat yang bcrwenang mcnghukum menjatuhkan 
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. 

(2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang bcrwenang menghukum dan 
dalam keputusan tersebut harus menyebulkan pelanggaran yang 
dilakukan oleh PNS yang bcrsangkutan. 

Pasal 41 
Pcnjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni 
untuk mempcrbaiki dan mcndidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplln 
agar PNS bersangkutan mcmpunyai sikap menyesal, tidak mengulangi 
pelanggaran tcrsebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta 
dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan 
pelanggaran disiplin. 

Paragraf 3 
Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Pasal 40 
(1) Serita acara perncriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), 

harus ditandatangani oleh Pejabat yang mcmeriksa dan PNS yang 
diperiksa. 

(2) Apabila ada isi berita acara perneriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan 
apa yang diucapkannya, maka PNS yang diperiksa memberitahukan hal 
tersebut kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya. 

(3) Dalam, hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara 
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin, 

(4) Apabila terjadi ha! sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rnaka berita 
acara pemeriksaan cukup ditandatangani olch pemeriksa dengan 
memberikan catatan dalarn berita acara pemeriksaan tersebut bahwa PNS 
yang diperiksa tidak bersedia menandatangani bcrita acara pemcriksaan. 

(5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi bcrita acara 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) PNS yang dibebaskan sernentara dari tugas jabatannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak 
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Oalam ha! atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
ada atau terjadi kekosongan, maka pcmbebasan sementara dari 
jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi. 

(5) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara 
bcrjenjang adalah Pejabat di lingkungan PO, Sekrctaris Daerah dan 
Walikota selaku PPK. 

(6) Khusus Kelurahan, atasan yang lebih Linggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), sccara berjenjang adalah Pcjabat di Iingkungan Kelurahan, 
Camat, Sekretaris Oaerah dan Walikota sclaku PPK. 

(7) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap bcrjalan sebagaimana mestinya, 
maka selama PNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan 
sementara dari tugas dan jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian 
(PLH) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 45 
Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan oleh Pejabat yang 
berwcnang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, 
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses 

pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran 
disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini; 

Pasal44 
Untuk pclanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaali 
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, Pasal 13 
huruf k, dan Pasal 14 huruf i, jumlah tidak masuk kerja PNS tanpa alasan 
yang sah tidak dihapus dan tetap diakumulasikan dalam tahun berjalan, 
walaupun PNS bersangkutan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan 
kepadanya, dan jumlah tidak masuk kerja tcrscbut dapat dijadikan dasar 
penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkatan lcbih tinggi. 

Pasal 43 
(1) Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan didasarkan pada 

pelanggaran yang dilakukan, dan penjatuhan hukuman tersebut ridak 
harus dilakukan secara berjenjang. 

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman 
disiplin wajib mempelajari dengan tcliti basil pcmeriksaan, dan 
memperhatikan dengan seksama faktor-Iaktor yang mendorong atau 
menyebabkan PNS mclakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas 
pclanggaran disiplin tersebut, 

(3) Dalum menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang 
menghukum harus mempertimbangkan dengan seksama Iaktor-faktor 
yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin 
dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. 

(4) Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama dapat dijatuhkan jenis 
hukuman disiplin yang berbeda, dcngan mendasarkan pada hasil 
pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang 
ditimbulkan dari pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3). 

(SJ PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa 
pclanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi I (satu) jenis 
hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua 
pelanggaran ctisiplin yang dilakukan. 

(6) PNS yang pernah ctijaruhi hukuman disiplin kemudian melakukan 
pelanggaran disiplin yang sifatnya sarna, kepadanya dijatuhi hukuman 
disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dalam tingkat 
hukuman disiplin yang sarna, dari hukuman disiplin tcrakhir yang pernah 
dijatuhkan kepadanya. 

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku bagi 
pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan 
jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda. 

(8) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu 
pelanggaran disiplin. 

(3) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Walikota 
selaku PPK, proses adrninistrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin 
terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan 
pelanggaran disiplin dilakukan oleh PD Kepegawaian. 



Pasal 49 
Dalarn penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 
selarna 1 (satu) tahun, pcrlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. untuk penjatuhan hukurnan disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 

selarna 1 (satu) tahun, masa penundaan kenaikan pangkat bagi PNS yang 
dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun penuh, 

Pasal 48 
Dalarn penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kcnalkan gaji berkala 
selarna 1 (satu) tahun, perlu mcrnperhatikan nal-hal sebagai berikut : 
a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji 

berkala selarna l [satu] tahun, rnasa penundaan kenaikan gaji berkala bagi 
PNS yang dijatuhi hukuman dihitung selama l (satu) tahun penuh; 

b. kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat diproses 
pada periode kenaikan gaji berkala di tahun anggaran berikutnya tcrhitung 
setelah masa berakhirnya hukuman. 

Pasal 47 
Oalarn penjatuhan hukuman disiplin bcrupa pernyataan tidak puas secara 
tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kcpada PNS yang 
melakukan pclanggaran disiplin, perlu mernpcrhatikan hal-hal sebagal 
bcrlkut: 
a. penjatuhan hukuman dislplin dilakukan dengan tctap melalui proses 

pcmanggilan dan pcmeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran 
disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Walikota inl; 

b. pernyataan ketidakpuasan secara tertulis oleh Pejabat yang berwcnang 
menghukurn kepada PNS yang rnclakukan pelanggaran disiplin harus 
dinyatakan secara tegas sebagai hukurnan disiplin; 

c. pernyataan ketidakpuasan yang tidak dilakukan mclalul proses 
sebagairnana dirnaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara 
tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dirnaksud pada huruf b, 
bukan merupakan hukurnan disiplin. 

Pasal 46 
Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa tcguran tertulis oleh Pejabat yang 
berwcnang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplln, 
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses 

pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang rnelakukan pelanggaran 
disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, scbagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini; 

b. teguran tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum 
kepada PNS yang mclakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara 
tegas sebagai hukuman disiplin; 

c. teguran tertulis yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai 
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan 
mcrupakan hukurnan disiplin. 

b. teguran yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada 
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas 
sebagai hukurnan disiplin; 

c. teguran lisan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan/atau tidak dinyatakan sccara tegas sebagai hukuman 
disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan 
hukuman disiplin. 



Pasal 52 
Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pcnurunan jabata..n setingkat 
lcbih rendah, perlu memperhatikan hal-hal seba.gai berikut : 
a. untuk pcnjatuhan hukuman disiplin berupa penuruna.n [abaian setingkat 

lebih rcndah, dilakukan dengan mcmpertimbangka.n lowongan jabatan 
yang lebih rendah dan kompetensi PNS yang bersangkutan sesuai dcngan 
persyaratan jabatan yang ditentukan; 

Pasal 51 
Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pcnurunan pangkat sctingkat 
lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, perlu mernperhatikan hal-hal scbagai 
berikut: 
a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa pcnurunan pangkat setingkat 

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, masa penurunan kenaikan pangkat 
bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan bcrlaku untuk selama 3 (tiga) 
tahun penuh; 

b. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak 
kepcgawaiannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan 
dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat 
sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak 
kepegawaiannya; 

d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihltung sebagai 
masa kerja kenaikan pangkat; 

c. kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat 
dipertimbangkan setclah PNS tersebut paling singkat I (satu) tahun 
kcmbali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya 
hukuman disiplin. 

Pasal 50 
Dalam pcnjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat 
lebih rendah selruna l (satu] tahun, perlu mcmperhatikan hal-hal scbagai 
berikut : 
a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, setingkat 

lebih rendah selama I (satu] tahun, masa penurunan kenaikan pangkat 
bagi PNS yang dijatuhi bukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) 
tahun penuh; 

b. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak 
kepegawaiannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. setelah menjalani rnasa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan 
dengan sendirinya kcmbali kepada pangkat yang sernula atau pangkat 
sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak 
kepegawaiannya; 

d. masa kerja selama rnasa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai 
masa kerja kenaikan pangkat; 

e. kcnaikan pangkat berikumya bagi PNS yang bcrsangkutan baru dapat 
dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat I (satu) iahun 
kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijutuhkannya 
hukuman disiplin. 

terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat 
dipertimbangkan; 

b. kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat 
dipertimbangkan pada periode kenaikan pangkat di tahun berikutnya 
terhitung setelah masa berakhimya hukurnan; 

c. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung untuk masa 
kcnaikan pangkat bcrikutnya. 



Pasal 54 

Pasal 53 
Dalarn pcnjatuhan hukuman disiplin bcrupa pembebasan dari jabatan, pcrlu 
mcmpcrhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. sclama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan rnasih tetap 

mencrima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan; 
b, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernbebasan dari jabatan, 

baru dapat diangkat kcmbali dalam suatu jabatan sctclah PNS yang 
bersangkutan paling singkat I (saru) tahun setelah dibcbaskan dari 
jabatannya; 

c. pcngangkatan kembali dalam suatu jabatan sebagaimana dirnaksud pada 
huruf b, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang 
bersangkutan selarna dalam masa pembebasan dari jabatan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

b. PPK segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalarn jabatan 
baru yang telah ditentukan sesuai dengan kornpetensi dan persyaratan 
jabatan serta harus scgcra dilantik dan diambil sumpahnya; 

c. tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak 
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin; 

d. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan tunjangan jabatan 
berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut baru dapat 
dipertimbangkan kcmbali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 
(satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin; 

f. pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi 
sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilalcukan berdasarkan hasil 
evaluasi terhadap PNS yang bersanglcutan selama dalam jabatan yang 
lebih rendah den berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan; 

g. bag! PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dijatuhi 
hukuman disipiin berupa pemindahan dalam rangka penurunan [abaian 
fungsional tertentu setingkat lebih rcndah : 
1. tetap menduduki pangkat sebelum dilurunkan jabatannya; 
2. Walikota sclaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah segera 

menctapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru 
yang tclah ditentukan; 

3. diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang 
didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. jumlah angka kredit yang dirniliki sebelum diturunkan jabatannya 
tetap dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; 

5. baru dapat dipertimbangkan kembali dalam jabatan sernuia paling 
singkat I (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman 
disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan dengan rnenggunakan 
angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya; 

6. angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalarn jenjang jabatan 
yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan unruk 
kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kcmbali dalam 
jabatan yang semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman 
disiplin; 

7. kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan 
diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan sebclum 
dijatuhkannya hukuman disiplin, baru dapat dipercimbangkan setclah 
PNS yang bersangkutan menjalani masa jabatan semula atau jabatan 
sebelum dijacuhkannya hukuman disiplin paling singkat I (satu) 
tahun. 



Passi 59 
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding adrninistratif. 

Paragraf I 
Umum 

Bagian Kerujuh 
Upaya Administratif 

Pasal 57 
(1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara terturup oleh Pejabat 

yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS 
yang dijatuhi hukuman, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat 
instansi terkait. 

(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 
kepurusan ditetapkan. 

(3) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni 
penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang 
bersangkutan dan pcjabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang 
terkait. 

(4) Pejabat lain yang terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (3), harus 
menduduki Jabatan dan mcmiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi 
daripada PNS yang bersangkutan. 

Pasal 58 
(l) PNS yang bersangkutan dipanggil sccara tertulis untuk hadir menerima 

kcputusan hukuman disiplin. 
(2) Oalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat 

penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin 
dikirirn kepada yang bcrsangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui 
dan tercatat di satuan kcrjanya. 

Pasal 56 
(1) Pada prinsipnya diupayakan agar penyampaian keputusan hukurnan 

disiplin dilakukan sendiri oleh Pejabat yang berwenang mcnghukum. 
(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum bcrhalangan, maka 

penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat dilakukan oleh pejabat 
lain yang ditunjuk. 

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
menduduki Jabatan dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi 
daripada PNS yang bersangkutan. 

Paragraf4 
Penyampaian Keputusan Hukuman Oisiplin 

Pasal 55 
Dalarn penjaruhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut 
diberikan hak pcnsiun sebagaimana ketentuan perundang-undangan. 

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman 
disiplin tersebut diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 



Pasal 63 
(t) Pejabat yang berwenang mcnghukum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

62 ayat (I), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan 
oleh PNS bersangkutan. 

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayet (1), disampaikan secara 
tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwcneng mcnghukum dalam jangka 
waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan 
mcnerima tcrnbusan surat kcbcratan. 

(3) Atasan Peiabat yang berwcnang menghukum wajib mengambil keputusan 
ates keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan deism jangka 
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang 
bersangkutan menerima surat kcberatan, 

(4) Scbelum 21 (dua puluh saru) hari kcrja, pejabat pada PD Kepegawaian 
yang membidangi penegakan disiplin pegawai berkoordinasi dengan 

Pasal 62 
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diajukan secara 

tcrtutis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan 
mcmuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat 
yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian 
pada PO tempat PNS yang bersangkutan bertugas. 

(2) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan 
hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima. 

(3) Bukti wakru pengajuan keberatan oleh PNS yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tanggal penerimaan surat 
yang dicatat oleh PD tempat Atasan Pejabat yang berwenang menghukum 
bertugas, atau tanggal cap pos apabila keberatan dikirimkan mclalui pos. 

(4) Keberatan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan 
pada ayat (2), tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti. 

(5) PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak dapat 
disetujui untuk pindah ke PD atau instansi lain sarnpai dcngan 
ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Paragraf 3 
Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif 

Pasal 61 
Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding adrninistratif sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 59, adalah hukuman disiplin berat yang dijatuhkan 
olch PPK, bcrupa : 
a. pemberhcntian dcngan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

dun 
b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

Pasal 60 
(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan kebcratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59, adalah hukuman disiplin sedang berupa: 
a. penundaan kenaikan gaji berkala sclama I (satu) tahun: dan 
b. penundaan kenaikan pangkai sclarna I (satu) tahun; yang dijatuhkan 

oleh Pejabat yang berwenang menghukum. 
(2) Dikecualikan dari ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayat [l}, adalah 

hukuman disiplin yang penjatuhannya merupakan kewenangan PPK. 

Paragraf2 
Ketentuan Pengajuan Upaya Administratif 



Pasal68 
(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagairnana dimaksud 

dalam Pasal 61 mengajukan banding adrninistratif sebagairnana dimaksud 

Pase! 67 
(l) PNS yang dijatuhi hukurnan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61, dapat mcngajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian (BAPEK). 

(2) Mekanisme dan tata cara pengajuan banding adrninlstratif sebagaimana 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal66 
Atasan Pcjabai yang bcrwenang menghukurn yang tidak mengambil keputusan 
alas kcbcratan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari 
kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

Pasal 65 
(1) Apabila dalam wakru lebih 21 (dua puluh satu] hari kerja Atasan Pejabat 

yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan 
yang diajukan, maka keputusan Pejabat yang berwenang menghukurn 
batal demi hukum. 

(2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh pejabat yang 
membidangi kepegawaian pada PD dan ditujukan kepada PNS yang 
dijatuhi hukurnan disiplin, dengan ternbusan disampaikan kepada : 
a. atasan pejabat yang berwenang rnenghukum: 
b. pejabat yang berwenang menghukum; 
c. pejabat lain yang terkait. 

(3) Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), sekurang-kurangnya mendudukl .Jabaran Struktural esclon JV.b. 

Pasal64 
(l) Dalarn hal Atasan Pejabat yang bcrwcnang mcnghukum mcmiliki 

keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Atasan Pejabat yang 
berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, 
atau mernbatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang 
berwenang menghukum, 

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pcrnbatalan hukuman disiplin 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dltctapkan dengan Keputusan 
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum. 

(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat, yakni tidak dapat 
diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan. 

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas 
hukuman disiplin. 

(5) Apabila dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat 
yang bcrwenang menghukum tidak membcrikan tanggapan atas 
kcberatan, maka Atasan Pejabat yang berwenang mcnghukurn rnengambil 
keputusan bcrdasarkan data yang ada. 

(6) Untuk mendukung objektivitas dalarn pengambilan keputusan, Atasan 
Pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta 
kcterangan dari Pejabat yang berwenang menghukurn, PNS yang dijatuhi 
hukuman disiplin, do.n/atau pihak lain yang dianggap perlu, 



Pasal 70 
(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Walikota selaku PPK, untuk jcnis 

hukuman disiplin : 
a. Hukuman Diaiplin Ringan, berupa : 

l. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak puas sccaru tertulis; 

b. Hukuman Dislplin Scdang, berupa : 
I. pcnundaan kenaikan gaji bcrkala sclarna 1 (satu) tahun; 
2. pcnundaan kenaikan pangkat sclama l (satu) tahun; dan 
3. penurunan pangkat sctingkat Iebih rendah selarna I (saru) tahun; 

c. Hukuman Dislplln Bernt, bcrupa : 
1. penurunan pangkat sctingkat lebih rendah selama 3 (tlga] tahun; 
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah;clan 
3. pembebasan dari [abatan: mulai berlaku sejak tanggal keputusan 

hukurnan disiplin ditetapkan. 
(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Walikota selaku PPK, untuk jenis 

Hukuman Disiplin Berat berupa : 
a. pcmberhentian dengan hormat tidak atas perrnintaan sendiri sebagai 

PNS;dan 
b. pernberhcntian tidak dengan horrnat sebagai PNS. 

Paragraf 1 
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin 

Bagian Kedelapan 
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani 

Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian 

Pasal 69 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, 
clan tidak rnengajukan banding administratif, maka gaji berikut seluruh hak­ 
hak kepegawaiannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari 
ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin ditcrirna. 

dalam Pasal 67, maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang 
bersangkutan tetap rnasuk kerja melaksanakan tugas. 

(2) Untuk dapat tetap masuk kerja clan mclaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mendapatkan izin dari 
Walikota selaku PPK. 

(3) Pcnentuan dapat tidaknya PNS yang bcrsangkutan untuk masuk kerja 
dan melaksanakan tugas menjadi kcwenangan Walikota selaku PPI< 
dcngan mempertimbangkan dampak pelunggaran disiplin yang 
dilakukannya terhadap lingkungan kcrja, 

(4) Dalarn ha! PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap 
masuk kerja dan melaksanakan tugas rnelakukan pelanggaran terhadap 
kcwajiban dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka 
Walikota selaku PPK membatalkan izin untuk masuk kerja dan 
melaksanakan tugas bagi PNS tersebut. 

(5) Walikotu selaku PPK dapat mendelagasikun kewcnangan penandatangan 
dan pcmbatalan izln untuk masuk kcrja dan rnelaksanakan rugas 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2). kcpada Sekretaris Daerah. 

(6) PNS yang mengajukan banding administratif tidak diberikan kenaikan 
pangkat, kenaikan gaji berkala, dan persctujuan untuk pindah ke PD atau 
instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mernpunyai 
kekuatan hukum tetap, 



Pasal73 
(I) Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS scbagairnana 

dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayai (2), ayat (3) dan ayat (4), diberika.n 
hak-hak kepegawainnnya bcrdasarkan ketentuan peraturan perundang· 
undangan. 

Pasul72 
(1) PNS yang mencapai batas usiu pcnsiun aiau meninggal dunia pada saar 

sedang menjalani hukuman disiplin berupa : 
11. penundaun kenaikan gaji berkala selama l [satu] tuhun; 
b. penundaan kenalkan pangkar sclarna 1 [satu] tahun; 
c. penurunnn pangkat seungkat Jebih rendah selama L (sutu] iahun; clan 
d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah sclarna 3 (tiga) tahun; 

dianggap tclah setesal rnenjalani hukurnan disiplin dan diberhentikan 
dcngan hormat sebagai PNS. 

(2) PNS yang meninggal dunia scbclum ada keputusan atas upaya 
administratif dlberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 

(3) PNS yang rnencapai batas usla pensiun sebelum ada keputusan atas 
keboratan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin clan 
diberhentikan dengan horrnat sebagal PNS. 

(4) PNS yang sedang mengajukan banding adrninistratif dan telah mencapai 
batas usia pcnsiun, apabila meninggul dunia, rnaka PNS yang 
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 

(5) Dalarn hal PNS yang seclang mengajukan banding sebagaimana climaksud 
pada ayat (4), sebclurnnya dijatuhi hukuman disiplin berupa 
pemberhentian dcngan tidak hormat sebagai PNS, rnaka kcputusan 
pembcrhentiannya ditinjau kcrnbali oleh pejabat yang berwenang menjadi 
keputusan pernberhcntian dengan horrnat sebagai PNS. 

Paragraf 2 
Hapusnya Kewajiba.n Menjalani Hukuman Oisiplin dun Hak-huk Kepcgawaian 

Pasnl71 
Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu 
penyampaian keputusan disiplin, maka hukurnan disiplin mulal berlaku pada 
hari kc L 5 (limn bclas) terhitung mulal tanggal penyerahan keputusan 
hukuman dislplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterirna. 

mulai berlaku pada : 
a. hari ke 15 (lirna belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, 

apabita tidak diajukan banding adrninistratif; dan 
b. tanggal ditetapkarmya keputusan atas banding administratif, apabila 

diajukan banding administratif, 
(3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, uruuk jenis 

Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih 
rendah selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada : 
a. hari ke 15 (lima betas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, 

apabila tidak diajukan keberatan; dan 
b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberaian, apabila diajukan 

keberatan. 
(4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang 

menghukum, untukjenis Hukurnan Disiplin Ringnn bcrupa : 
a. teguran lisan; 
b. ieguran tertulis; dan 
c. pernyataan tidak puns secara tertulis; mulai berlaku sejak tanggal 

kcputusan hukurnan disiplin ditetapkan. 



Pasal 76 
(1) PNS kecuali guru, yang melakukan pelanggaran disiplin terkait kewajiban 

rnasuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 3 huruf le, selain dikenakan sanksi sebagairnana Pasal 12 
huruf i, Pasal 13 huruf k, dan Pasal 14 huruf i, dikeriakan juga sanksi 
pemotongan Tambahan Penghasilan. 

(2) Pemotongan tarnbahan penghasilan sebagairnana dimaksud pada ayar [I], 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tidak masuk kerja selama I (satu] hari tanpa alasan yang sah, 

dikenakan juga sanksi potongan tarnbahan pcnghasilan sebesar 7 %, 
(tujuh person] dari tambahan pcnghasilan yang seharusnya diterima; 

b. tidak rnasuk kerja dcngan alasan yang sah, dikcnakan juga sanksi 
potongan tarnbahan penghastlan scbcsar 6% (enam persen) dart 
tarnbahan pcnghasilan yang scharusnya diterima; 

c. tidak rnasuk kcrja selarna 7 (tujuh) hari atau lebih tanpa alasan yang 
sah, tidak diberikan tambahan penghasilan; 

d. tidak mengikutl apel pagi dlkenakan sanksi potongan tarnbahan 
penghasilan sebesar !% (satu persen) dari tambahan penghasilan yang 
seharusnya diterima; 

e. terlarnbat masuk kerja sampai dengan 15 menit dikenakan sanksi 
potongan tarnbahan penghasilan sebesar 0.3 % (nol koma tiga) dari 
tambahan penghasilan yang seharusriya diterima; 

f. terlambat masuk kerja lebih dari 16 (enam belas) menit .sampai dengan 
30 (tiga puluh) menit dikenakan sanksi potongan tambahan 
penghasilan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen] dari tambahan 
penghasilan yang seharusnya diterirna; 

Pasal 75 
(1) Surat Panggilan, Serita Acara Perneriksaan, Surat Keputusan, dan bahan 

lain yang rnenyangkut hukurnan disiplin adalah bersifat Rahasia. 
(2) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat 

berat, dinyatakan tidak mernenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS 
dan diberhentikan dengan horrnat tidak atas permintaan sendiri atau 
diberhentikan tidak dengan horrnat sebagai Calon PNS. 

Bagian Kesepuluh 
Ketcntuan Lain-lain 

Pasal 74 
( l) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan olch pejabat yang 

membidangi kepegawaian pada PD rernpat PNS bcrsangkutan bertugas, 
dan/atau oleh pejabat pada PD Kepegawaian yang mcmbidangi penegakan 
disiplin pegawai. 

(2) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke PD lain atau pindah kc Instansi 
lain, maka kartu hukuman disiplin sebagairnana dimaksud pada ayat (2), 
dikirimkan ke pimplnan satuan kerja atau instansi baru tempatnya 
bertugas. 

(3) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 
{l), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS 
yang bersangkutan. 

Bagian Kescm bilan 
Pendokumentasian Hukuman Disiplin 

(2) PNS yang sedang mengajukan banding adrninistratif dan telah mencapai 
batas usia pensiun, dihcntikan pembayaran gajinya sampai dengan 
ditetapkannya keputusan banding administratif. 



Cuti tcrdiri dari : 
a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cuti sakit; 

Pasal 78 

Bagian Kedua 
.Icnis Cuti 

Pasal 77 
(I) Pejabat yang berwenang rnemberlkan cuti adalah Walikota. 
(2) Wulikota dapat mellmpahkan sebagian wcwcnangnya kepada Pejabat lain 

di lingkungan pemerlntah daerah untuk memberikan cutl. 
(3) Pelirnpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota. 

Bagian Kcsaru 
Umum 

BAB VJ 
PELAKSANMN CUTI 

g. terlambat masuk kerja lebih dari Sl (tiga puluh satu) menit sampai 
dengan 60 (cnam puluh] menit dikenakan sanksi potongan tambahan 
penghasilan sebesar 1 % (satu persen) dari tambahan penghasilan yang 
seharusnya diterima; 

h. terlambat masuk kerja lcbih dari 60 (enam puluh) menit dikcnakan 
sanksi potongan tambahan pcnghasilan sebesar 3% (tiga person] dari 
tambahan penghasilan yang seharusnya diterima; 

i. Pulang sebelum waktunya l (satu] menit sarnpai 15 (lima bclas) mcnit 
dikenakan sanksi potongan tarnbahan penghasilan sebesar 0.3% (nol 
koma tiga persen) dari tambahan pcnghasilan yang seharusnya 
diterima, 

j. Pulang sebelum waktunya l 6 [cnarn belas] menit sampai dengan 30 
(tiga puluh) menit dikenakan sanksi potongan tambahan penghasilan 
scbesar 0.5 % (no! koma lima persen) dari tambahan penghasilan yang 
scharusnya diterima; 

k. Pulang sebelum waktunya 31 (tlga puluh satu] menit sampai dengan 
60 (cnam puluh) menit dikenakan sanksi potongan tambahan 
penghasilan sebesar l % (satu persen) dari tarnbahan pcnghasilan yang 
seharusnya diterirna; 

I. Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (cnarn puluh) menit dikenakan 
potongan tarnbahan penghasilan sebcsar 3 'Vo (tiga persen] dari 
tarnbahan penghasilan yang scharusnya diterima. 

(3) Pemotongan tambahan penghasilan untuk setiap keterlambatan, 
meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan/atau pulang kerja sebelurn 
waktunya tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diakumulasikan dalarn 1 (satu] hari unruk setiap jenis pelanggaran tetapi 
tidak diakumulasikan dalarn 1 (satu) bulan. 

(4) Pemotongan sebagalmana dirnaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara : 
a. tidak dicairkan oleh Bendahara; atau 
b. apabila sudah terlanjur dicairkan, maka bendahara wajib menyetorkan 

kc Kas Daerah paling lambat akhir bulan berjalan, 
(5) Pemotongan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cam : 

a. tidak dicairkan oleh Bendahara; atau 
b. apabila sudah terlanjur dicairkan, maka bendahara wajib menyceorkan 

kc Kas Daerah paling lambat akhir bulan berjalan. 



Pasal 82 
(!) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh Pejabat yang 

berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila 
kepentingan dinas mendesak. 

Pasal 81 
(1) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang 

bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling 
lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun 
berjalan. 

(2) Sisa hak atas cuti tahunan yang t;dak digunakan dalam tahun 
bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 
(enam) hari kerja 

(3) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang tidak 
digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut- turut, dapat digunakan 
dalarn tahun berikutnya untuk paling lama 24 (due puluh empat) hari 
kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. 

(4) Selama mcnggunakan hak atas cuti tahunan, PNS yang bersangkutan 
mencrima penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan 
perundang-undangan 

Pasal 80 
( J) Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit a lat 

transportasinya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat 
ditambah untuk paling lama 12 (dua beta ) hari. 

(2) Untuk mendapatkan tambahan cuti tahu: .an sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), PNS yang bersangkutan menga. Jkan pcrmintaan secara tertulis 
dengan menyertakan alasan dan dau yang relevan sebagai bahan 
pertimbangan pernberian tambahan cuti iahunan PNS bersangkutan oleh 
Pejabat yang berwenang membcrikan cuti. 

(3) Pcnarnbahan cuti tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwcnang memberikan cuti 
dengan mempertimbangkan masukan dari PD Kepegawaian. 

Pasal79 
(1) PNS dan Caton PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara 

torus menerus berhak atas cuti tahunan. 
(2) Lamanya hak ates cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah 12 (dua belas) hari kerja. 
(3) Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang I (satul 

hari kerja. 
(4) Untuk menggunakan hak aias cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayai (1), PNS atau Caton PNS yang bersangkutan mengajukan pcrmintaan 
sccara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti. 

(5) Bcrdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti mernberikan cud tahunan 
kepada PNS atau Calon PNS yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Cuti Tahunan 

d. cuti Melahirkan; 
e. cuti karena alasan pcnting; 
f. cuti Bersama; dan 
g. cuti di luar tanggungan Negara. 



Pasal87 
(1) PNS yang sakit I (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara 

tertulis kepada atasan langsung dcngan melampirkan surat keterangan 
dokter. 

(2) PNS yang sakit lebih dari I (satu) hari sampai dengan 14 (empat betas) 
hari berhak atas cuti sakit, dengan kctentuan bahwa PNS yang 
bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat 
keterangan doktcr. 

Bagian Kelima 
Cuti Sak.it 
Pasal 86 

Setiap PNS yang mendcrita sakit berhale atas cuti sakit. 

Pasal85 
(1) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang 

Berwenang Membcrikan Cuti untuk paling lama l (satu) tahun apabila 
terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agarna. 

(2) PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, rnaka slsa 
cuti besar yang menjadi haknya hapus. 

(3) Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan 
mcncrima penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan 
perundang-undangan 

Pasal 84 
(1) PNS yang telah bckerja paling singkat 5 (lima) tahun sccara torus menerus 

berhak atas cuu bcsar paling lama 3 (tiga) bulan. 
(2) PNS yang menggunakan hale atas cuti bcsar tidak berhak atas cuti 

tahunan dalam tahun yang bersangkutan. 
(3) PNS yang telah menggunalean hak atas cuti tahunan pada tahun yang 

bersangkutan maka hale atas cuti besar yang bersangkutan diberikan 
dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan. 

(4) PNS yang rnenggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa 
hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa 
hak atas cuti tahunan tersebut. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi PNS 
yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu 
menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal 
keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi 
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. 

(6) Untuk menggunakan hak atas cuti besar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis 
kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti. 

Bagian Kcempat 
Cuti Besar 

Pasal 83 
PNS yang menjadi guru yang mendapat liburun menurut ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku, tidak bcrhak atas cuu tahunan. 

(2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 [dua puluh empat) hari 
kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. 



Pasal 91 
(1) Untuk kelahiran anak pertama sarnpai dengan kelahiran anak ketiga pada 

saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan. 
(2) Untuk kelahiran anak keempat den seterusnya kcpada PNS diberikan cuti 

besar. 

Bagian Kecnam 
Cuti Melehirkan 

Pasal 90 
l. Seleme menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima 

penghesilen dan tunjangan lainnya sesuei peraturan perundang­ 
undangen 

2. Cuti sakit sebagairnana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88 dan Pase! 89, 
kecuali yang dimaksud dalam Pesa! 87 ayat (1 ), diberiken secara tertulls 
oleh Pejabat yang berwenang membcrikan cuti. 

Pasal 89 
PNS yang mcngalami kecelakaan dalam dan oleh karena rnenjalankan tugas 
kewajibannya sehingga ia perlu mcndapat perawatan, berhak atas cuti sakit 
sarnpai PNS yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. 

Pasal 88 
{l) PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit 

untuk paling lama 1,5 (satu koma lima) bulan. 
(2) Ontuk rnendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat [I], PNS 

wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
Pejabat yang l;>erwenang mcmberikan cuti dengan melampirkan surat 
keterangan dokter, bidan atau rumah sakit. 

(3) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti 
sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus 
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang 
Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter 
pemerintah. 

(4) Ookter pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan 
dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan 
kesehatan pemerintah. 

(5) Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 
paling sedikit mcmuat pernyataan tentang perlunya dibcrikan cuti, 
lamanya cuti den keterangan lain yang diperlukan 

(6) Cuti sakit sebegaimana dimeksud pada ayat (3), diberikan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 

(7) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat 
ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, 
berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehetan yang ditetepkan oleh 
menteri yang menyclcnggaraken urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan. 

(8) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka wektu 
sebagaimana dirnaksud pada engka 7, harus diuji kembali kcschatannya 
oleh Dokter dari rurnah sakit pemerintah yang ditunjuk olch PD 
Kepegawaian 

(9) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8), PNS yang bersangkutan belum sembuh dari pcnyakitnya, 
maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit 
dengan mendapat uang runggu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



Pasal 94 
( 1) PNS berhak atas cuti karcna alasan pen ting. 
(2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat yang 

berwenang membcrikan cuti untuk paling lama 1 (dua) bulan. 
(3) Selama menggunakan hak atas cuti karcna alasan penting, PNS yang 

bersangkutan menerima penghasilan dan runjangan lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan 

Pasal 93 
(1) PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: 

a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu 
sakit keras atau meninggal dunia; 

b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal 
dunia, dan menurut peraturan perundangundangan PNS yang 
bersangkutan harus rnengurus hakhak dari anggota keluarganya yang 
meninggal dunia; atau 

c. mclangsungkan perkawinan. 
(2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibuktikan 

dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan 
Keschatan. 

(3) PNS laki-Iaki yang isterinya melahirkan/ operasi caesar dapat dibcrikan 
cuti karena alasan penting dengan melarnpirkan surat keterangan rawat 
inap dari Unit Pelayanan Kcsehatan. 

(4) Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, 
dapat diberikan cuti karena alasan penting dcngan melampirkan surat 
keterangan paling rendah dari Kerua Rukun Tctangga. 

(5) PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan 
dan/ atau berbahaya dapat mcngajukan cuti karcna alasan penting guna 
memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. 

Bagian Ketujuh 
Cuti Karena Alasan Penting 

Pasal 92 
(l) Untuk mendapatkan cuti mclahirkan, PNS Wanita yang bersangkutan 

mengajukan permintaan sccara tertulis kepada Pejabat yang berwenang 
memberikan cuti. Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS 
yang bersangkutan mengajukan pennintaan secara tertulis kepada 
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti. 

(2) Berdasarkan permintaan secara tertulis, Pejabat Yang Berwenang 
Mcmbcrikan Cuti memberikan cuti mclahirkan kepada PNS yang 
bersangkutan. 

(3) Selarna menggunakan hak cuti mclahirkan, PNS yang bersangkutan 
rnencrima penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan 
pcrundang-undangan 

(3) Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
a. perrnintaan cuu tersebut tidak dapat ditangguhkan; 
b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun 

secara terus-rnenerus; dan 
c. lamanya cuti besar tcrsebut sama dengan lamanya cuti melahirkan. 

(4) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka I adalah 3 
(tiga) bulan. 

(5) Dalam ha! tertentu PNS dapat mcngajukan pennintaan cuti melahirkan 
kurang dari 3 (tiga) bulan. 



Bagian Kesembilan 
Cuti di Luer Tanggungan Negara 

Pasa197 
(1) Kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun secara 

terus-rnenerus, karena alasen-alasan pribadi yang penting dan mendesak 
dapat diberikan cuti di luar tanggungan ncgara. 

(2) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga] 
tahun. 

(3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara scbagaimena dirnaksud 
pada ayat (2), dapat dipcrpanjang paling lama I (satu) tahun apabila ada 
alasan alasan yang penting unruk memperpanjangnya. 

Pasal 96 
(1) Presiden dapat mcnetapkan cuti bersama. 
(2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak mengurangi hak 

cuti tahunan. 
(3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden. 
(4) PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersarna, hak 

cuti tahunannya di tam bah sesuai dengan jurnlah cuti bersama yang tidak 
dibcrikan. 

(5) Penambahan hak atas euti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan. 

(6) Selama menggunakan hak atas cuti bersarna, PNS yang bersangkutan 
mcncrima penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan 
perundang-undangan 

Bagian Kedelapan 
Cuti Bersama 

Pasal 95 
(1) Untuk mcnggunakan hak etas cuti karena alasan penting, PNS yang 

bersangkutan rnengajukan permintaan secara tertulls kepada Pejabat 
Yang Berwenang Memberikan Cuti. 

(2) Berdasarkan permiruaan secara tertulis, Pejabat Yang Berwenang 
Memberikan Cuti memberikan cuti karcna alasan penting kcpada PNS 
yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal yang mcndesak, sehingga PNS yang bcrsangkutan tidak dapat 
menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwcnang Memberikan Cuti, 
pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapai 
mcmberikan izin sementara secara tertulis untuk mcnggunakan hak atas 
cuti karena alasan pcnting. 

(4) Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada Pejabat 
yang berwenang memberikan cuti oleh Pejabat yang mcmberikan izin 
sernentara. 

(5) Pejabat yang berwenang membcrikan cuti setelah rnenerima 
pemberitahuan), rnemberikan cuti karena alasan penting kepada PNS yang 
bcrsangkutan. 

(6) PNS yang telah menjalani cuti karena alasan penting, untuk mendapatkan 
cuti tahunan dalam tahun yang bcrsangkutan, harus mendapatkan 
persetujuan dari Pejabat yang berwenang mernberikan cun dengan 
mempertimbangkan masukan dari PD Kepegawaian. 

(4) PenghasilanPNS, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 
pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraruran 
Pernerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS 



Pasal 103 
Segala macam cuti yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan 
oleh Walikota termasuk cuti besar yang digunakan untuk menjalankan 
kewajiban agama. 

Pasal 102 
(1) PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar dan cuti karena 

alasan penting, dapat dipanggil kcmbali bekerja apabila kcpentingan dinas 
mendesak. 

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), make jangka 
waktu cuti yang belum dijalankan iru tetap menjadi hak PNS yang 
bersangkutan, 

Bagian Kesembilan 
Lain-lain 

Pasal 101 
(1) PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada Walikota setelah habis 

masa menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan 
hormat sebagai PNS. 

(2) PNS yang melaporkan diri kepada Walikota setelah habis masa 
menjalankan cuti di luar tanggungan negara, maka : 
a. apabila ada lowongan clitcmpatkan kembali; 
b. apabila tidak ada lowongan, maka Walikota melaporkannya kepada 

Kepala Perangkat Kepegawaian Negara untuk kemungkinan 
ditempatkan pada instansi lain; 

c. apabila penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tldak 
memungkinkan, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari 
jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian 
rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) PNS yang telah kembali bertugas setelah menjalani cuti di luar 
tanggungan negara, untuk mendapatkan cuti tahunan dalam tahun yang 
bcrsangkutan, harus mendapatkan perserujuan dari Pcjabat yang 
berwcnang memberikan cuti dengan mempertimbangkan masukan dari PD 
Kcpcgawaian. 

Pasal 100 
( l) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang 

bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara. 
(2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan 

sebagai masa kerja PNS. 

Pasal 99 
(1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang 

bcrsangkutan mengajukan pcrmintaan secara tcrtulis kepada Pejabat yang 
bcrwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya. 

(2) Cuti di luar tanggungan negara, hanya dapat diberikan dengan surat 
keputusan Walikota setelah mendapat persctujuan dari Kepala Pcrangkat 
Administrasi Kepcgawaian Negara atau pcjabat lain yang dirunjuk 
sebagaimana ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 98 
(1) Cuti dlluar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan 

dibebaskan dari jabatannya 
(2) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan 

negara dengan segera dapat diisi. 



Pasal 108 
(1) Apabila telah mclakukan perceraian maka PNS yang bersangkutan wajib 

melaporkan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki 
selarnbat-larnbatnya l (saru) bulan terhitung mulai tanggal perceraian. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

Pasal 107 
(1) PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan 

berkedudukan scbagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan dari 
Pejabat yang berwcnang. 

(2) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
()), PNS yang akan melakukan perceraian harus rnernberitahukan secara 
tcrtulis adanya gugatan dari suarni atau istri melalui saluran hirarki 
kepada Pejabat yang berwenang. 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam 
waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan 
rnencrima gugatan perccraian, 

(4) Setiap pejabat yang mempcroleh surat pcrnbcritahuan gugaian perceraiun 
wajib melaksanakan pembinaan kepada kedua belah pihak sebelum 
disampaikan kepada pejabat diatasnya. 

(5) PNS yang mclakukan perccraian tanpa mcmperoleh surat keterangan dari 
Pejabat yang berwcnang, dimana PNS bersangkutan berkedudukan 
scbagai tergugat, dijatuhi hukurnan dislplin berat sebagalmana kctentuan 
peraturan perundang- undangan. 

Bagian Kedua 
PNS Berkedudukan sebagai Tergugat 

Pasal 106 
(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), 

PNS yang akan melakukan perceraian harus mengajukan permintaan 
secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki. 

(2) Dalam surat permint.aan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
dicantumkan alasan lengkap yang rnendasarinya. 

Pasal 105 
(1) PNS baik pria maupun wanlta yang akan melakukan perccralan dan 

berkcdudukan sebagai pcnggugat wajib mcrnperoleh izin lebih dahulu dari 
Pcjabat yang berwenang. 

(2) PNS yang melakukan perceraian tanpa mendaparkan izin terlebih dahulu 
dari Pejabat yang berwenang, dimana PNS bersangkutan berkcdudukan 
sebagai penggugat, dijatuhi hukuman disiplin berat scbagaimana 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kcsatu 
PNS Berkedudukan scbagai Penggugat 

BAB VII 
PERCERAIAN 

Pasal 104 
Keputusan Pemberian cuti dan izin tidak masuk atau meninggalkan kantor, 
wajib didokumentasikan oleh pejabat yang mernbidangi kepegawaian pada PC> 
tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atau oleh pejabat pada PD 
Kepegawaian yang mcmbidangi penegakan disiplin pegawai, 



Pasal 112 
(1) Untuk kelancaran dan efektifitas penegakan disiplin PNS, dapat dibentuk 

Tim Monitoring dan Evaluasi Pcnegakan Disiplin PNS Tingkat PD maupun 
Tingkat Kota. 

(2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pencgakan Disiplin PNS Tingkat PD 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Kcputusan 
Kepala PD. 

(3) Tim Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS Tingakat Kota 
sebagairnana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

BABIX 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 111 
{I) PNS yang disiplln dan dinilai oleh Tim, mcmenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan, dapat direkomendaslkan dan diusulkan untuk memperoleh : 
a. penghargaan Satya Lancana Karya Satya; dan/atau 
b. penghargaan disiplin. 

(2) Selain penghargaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b, setiap PD dapat rnernberikan penghargaan lain kepada PNS 
dilingkungannya yang dinilai mempunyai disiplin tinggi dan dapat 
dijadikan teladan bagi PNS lainnya, 

(3) Kriteria dan pembentukan Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (1.), 
ditetapkan dcngan Keputusan Walikota. 

BAB Vlll 
PENOHARGAAN 

Pasal 110 
Keputusan pemberian izm perceraian dan surat keterangan, wajib 
didokumcntasikan oleh pcjabat yang membidangi kepegawalan pada PD 
tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atau oleh pejabat pada PD 
Kepegawaian yang mernbidangi penegakan disiplin pegawai. 

Bagian Kelima 
Pendokumentusian 

Pasal 109 
(1) PNS dilarang hidup bcrsama di luar ikatan perkawinan yang sah. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat {l), adalah larangan bagi PNS 

hidup bersarna dcngan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang 
bukan suaminya. 

(3) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dijatuhi hukuman disiplin berat sebagairnana ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kcempat 
Hidup Bersarna di Luar lkatan Perkawinan yang Sah 

(2) PNS yang tidak rnelaporkan perceraian kepada Pejabat yang berwenang 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak perceraian terjadi dijatuhi 
hukuman disiplln berat sebagaimana ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 
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M. SAELANY MACHFUDZ 

LONGAN, 

Ditetapkan di Pekalongan 
pa tanggal u;Januari 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pckalongan. 

Pasal 115 
Pcraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal l Januari 2018 

Pasal 114 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pcdoman Tcknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin 
Pcgawai Negeri Sipil di Lingkungan Pcmerintah Kota Pekalongan (Bcrita Daerah 
Kota Pekalongan Nomor 3) scbagaima diubah terkahir kali dcngan Peraruran 
Walikota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tcknis Pelaksanaan 
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pcmerintah Kota 
Pekalongan ( Berita Daerah Kota Pckalongan Tahun 2017 Nomor 38), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XI 
KETE:NTUAN PENUTUP 

Pasal 113 
(1) Setiap PNS yang mcngctahui adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan 

oleh PNS lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau 
Kepala PD dari PNS yang mclakukan pelanggaran disiplin. 

(2) Atasan langsung dan/ atau Kepala PD yang terbukti mengetahui adanya 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungannya dan tidak 
memeriksa dan /atau mcmberikan sanki, maka atasan langsung dan/atau 
Kepala PD tersebut dikenakan sanki yang sama sebagaimana sanki yang 
scharusnya dikena.kan kepada PNS yang mclanggar disiplin tersebut. 

(3) Kcpada PNS yang melanggar disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tctap dikenakan sanki sebagaimana kctencuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
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